
 

NKEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG 

 
        Nomor  : 903/08/Kep.DPRD/2012 
        Lampiran : - 

 
T E N T A N G 

 

PERSETUJUAN ATAS PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  KABUPATEN SUMEDANG 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 
 
Menimbang : 1. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan 

Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sumedang berdasarkan pertimbangan yang objektif 

dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan 
memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

 
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 

diatas, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Sumedang atas pemberian Tambahan Penghasilan kepada 
Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 
2013 harus ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Sumedang 
 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat  
(Berita Negara RI Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dab Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ; 

 
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ; 
 

  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
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Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4048) ; 

 
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupusi Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3851); 

 

  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47;, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah di ubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4844); 

 

  8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138); 

 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusii 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139); 

 
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540); 

 



  12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4503); 

 
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574); 
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575); 
 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 

 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 4614); 
 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5); 

 
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7); 
 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4); 

 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 
Nomor 3); 

  22. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2011 
tentang perubahan kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Sumedang nomor 1 tahun 2009 tentang 

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten 
Sumedang. 

 

 



Memperhatikan : Hasil Rapat Pembahasan KUA 2013 dan PPAS 2013 antara Badan 
Anggaran DPRD Kabupaten Sumedang dengan Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang 
 

M E M U T U S K A N 
Menetapkan :  

 

KESATU 
 
 

 

: Menyetujui Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sumedang; 

K E D U A 
 

: Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dalam 
rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, 

tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan 
atau pertimbangan objektif lainnya; 
 

KETIGA : Besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud diktum KEDUA pada Tahun Anggaran 2013 

dianggarkan sebesar Rp. 43.612.956.000,00 (Empat Puluh Tiga Milyar 
Enam Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu 
Rupiah); 

 
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 Ditetapkan di   : S U M E D A N G 

Pada tanggal   : 19  Nopember  2012 
 

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG 
K E T U A, 

 

ttd 
 

YAYA WIDARYA, S.Sos 

 
WAKIL KETUA 

 

ttd 
 

H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI 

WAKIL KETUA 
 

ttd 
 

Drs. H. SARNATA 

WAKIL KETUA 
 

ttd 
 

Ir. EDI ASKHARI, M.Si 

 
Salinan : 
1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; 

2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung; 
3. Yth. Bupati Sumedang; 

-------------------------------------------------------------------------- 
 


